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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

ta. bahwa guna ketertlban admlmstram dan kelancaran

penyelenggaraan Kkegiatan-kegiatan yang bersumber dari

.Dana Aloka81 Khusus pada Dinas Perhubungan,
-Perumahan  dan ~Kawasan Permukiman, Dinas

Pemberdayaa_n . Perempuan, - Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan kegiatan pada .
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga .Kabupaten
Karanganyar serta .-kegiatan yang bersumber ' dari-
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada Badan.

Pembangunan, . Perencanaan, Penelitian- dan

Pengembangan  Kabupaten - Karanganyar, maka
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018

tentang Penjabaran Anggaran: Pendapatan dan Belanja

‘Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 26

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pen_]abaran .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 perlu diubah kembali;

b.bahwa - . berdasarkan - pertimbahgan sebagaimana

dlmaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati

Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan- dan BelanJa Daerah Tahun - -
Anggaran 2019; . '

.Undang-Undang_ Nombr ‘13 Tahun‘: 1950 tentang .
‘Pembentukan Daerah-daerah = Kabupaten dalam

Lingkungan Provm31 Jawa Tengah;

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun . 2003 ‘tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia '
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
'Repubhk Indonesia Nomor 4286),

¢ g i ety e



3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ‘
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang S1stem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
S5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir -dengan Undang- -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemecrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan = Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

" Nomor - 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

- Tahun 2005 -tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara '

Republik Indonesia Nomor 5340);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); '
~ 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah-
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor = 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

~ Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5165);



12.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13.

14,

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang '
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan

Keschatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan BelanJa Negara
Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 'I‘ahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

~ tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

- 18.
‘tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

- 19.

20.

21.

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; .
Peraturan Mentcn Dalam Negerl Nornor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019,
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 'I‘ahun 2018
Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar ‘Nomor 19
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018
Nomor 19),



Meﬁetéipkan'

22. Peraturan Bupati Karahganyar Nomor 92 Tahun 2018

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92) sebagaimana telah =

diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 26
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati -
Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar ’

‘Tahun 2019 Nomor 26)

_ MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
'ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 92
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN ' DAN BDLANJA DAERAH - TAHUN -
ANGGARAN 20 19 ’ - ‘

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat1 Karanganyar -

Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 .
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018

Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 26} dlubah '_

‘ sebagal berikut :

1. Ketentuan Larnplran. I diubah, .sehingga“ berbunyi}

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

2. Ketentuan Lampiran II.1 diubah, sehingga berbunyi
sebagalmana tcrsebut dalam Lamp1ran I.1. Peraturan
ini..

3. Ketentuan Lamp1ran II 2 dlubah sehmgga berbunyl

| sebagalmana tersecbut dalam Lampn'an I1.2 Peraturan
ini.

4. Ketentuan Lampxran .3 dlubah sehlngga berbunyl

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I1.3 Peraturan

ini. B
5. Ketentuan - Lampiran II.4 diubah, sehingga berbunyi

sebagalmana tersebut dalam Lampiran 1.4 Peraturan}

ini. '

6. Ketentuan Lamplran II 5 dlubah sehingga berbunyi

sebagaimana terscbut dalam Lamplran II.5 Peraturan
ini. '



I IS Pasal II ' U
o Peraturan Bupat1 i“ mu_lal berlaku pada tanggal‘,._ S

N f Agar setlap orang mengetahumya, 3 I'n'e'merintahk'an .

,.pengundangan Peraturan Bupat1 ~ini . dengan - . -
 penempatannya dalam Berlta ~ Daerah . Kabupaten =
'f’KaranganYar EE G e R A L

L “Di‘-'tétapkan di Kai‘"ahg'arij?ér'
©. . pada tanggal 2 Mei 2019
L ".}BUPATI KARANGANYAR,
o m
~ . _JULIYATMONO
Dlundangkan d1 Karanganyar
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“ :,Sallnan sesuai dengan ashnya -
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